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Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini, yang berjudul
Penemuan Hukum, dapat diselesaikan dan hadir di hadapan pembaca. Buku
ini lahir dari keinginan penulis untuk memperluas cakrawala pemikiran dalam
kajian hukum, terutama dalam hal yang sering kali terlupakan dalam praktik
hukum sehari-hari, yaitu penemuan hukum. Penulis percaya bahwa
pemahaman yang mendalam tentang penemuan hukum merupakan landasan
esensial bagi setiap ilmuwan hukum, mahasiswa, serta para praktisi hukum
yang berkomitmen untuk mengembangkan hukum dalam konteks intelektual

yang lebih luas dan aplikatif.

Penulisan buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penemuan
hukum bukan hanya sekedar proses mekanis dalam memutuskan perkara,
tetapi juga sebuah usaha yang menyentuh pada aspek moralitas, keadilan, dan
relevansi hukum di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, buku ini
membahas berbagai aspek fundamental penemuan hukum, mulai dari teori-
teori dasar yang mendasari penemuan hukum, sejarah perkembangannya,
hingga bagaimana proses ini berjalan dalam praktik hukum di berbagai sistem

hukum dunia.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang luas bagi
para pembaca, terutama mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum,
dalam memahami penemuan hukum tidak hanya dari sisi teoritis, tetapi juga
dari sudut pandang praktis yang relevan dengan tantangan hukum di dunia
modern. Buku ini juga dimaksudkan untuk menjadi inspirasi bagi mereka yang
berkomitmen untuk terus menggali dan mengembangkan ilmu hukum dengan
pendekatan yang lebih mendalam, kritis, dan berbasis pada nilai-nilai moral

yang kuat.
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam
proses penulisan buku ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah
memberikan saran dan diskusi yang membangun, serta kepada para praktisi
hukum yang telah berbagi pengalaman dan wawasan praktis yang sangat
berharga. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang

telah membantu mewujudkan buku ini dengan penuh dedikasi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan.
Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa
mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam
memahami penemuan hukum secara lebih komprehensif, serta mendorong

pengembangan ilmu hukum yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Bandung, Februari 2025

Asep Sapsudin

Vii



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.........cocoovviiiiiiiiiiiicie s Vi
DAFTAR ST ... ix
SELAYANG PANDANG HUKUM.....uuu s 1
A PrOJOZ ..o e e 1
B. Definisi Penemuan Hukum ....................ccoc 5
C. Peran Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum ...................................... 9
SEJARAH PENEMUAN HUKUM...ouu e 13
A. Asal-Usul Penemuan HuKum..............cooooviiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 13
B. Peran hukum dalam masyarakat primitif dan kerajaan-kerajaan kuno
21
C. Evolusi sistem hukum Barat dan Timur...............oooovviiiiieiiiiiiiiiiiiieneeeees 32
TEORI-TEORI PENEMUAN HUKUM ...ooiiiiiiiieeeeee 43
A, PoSitiviSINe HUKUIN ......ooovviiiiiiiiiiiieec ettt e et e e e eeeaaaas 43
B. Naturalis HuKum .................ccccc 47
C. RealiSme HUKUIM ...........coovvvmiiiiiiiiee et 51
D. Teori Kritis dan HuKum ..............cooiiiiiiiiiiii e 60
PROSES PENEMUAN HUKUM DALAM PRAKTIK ... 68
A. Penemuan Hukum Oleh HaKim.............cccoooeeeiiiiiiiiiiiiieee e, 68
B. Penemuan hukum dalam sistem perundang-undangan......................... 79
C. Peran Interpretasi dalam Penemuan Hukum ..............ccccoceivniiinninnnnnn. 89
D. Kasus-Kasus Penting dalam Penemuan Hukum................ccccoeeinnnnn. 100
PENEMUAN HUKUM DALAM BERBAGAI SISTEM HUKUM...................... 117
A. Penemuan Hukum dalam Sistem Common Law ................................. 117
B. Penemuan Hukum Dalam Sistem Civil Law ..............cccooeeevveveeevneeenennnn. 120

C. Penemuan Hukum Dalam Hukum Adat Dan Sistem Hukum Non-Barat
134

D. Perbandingan Antara Sistem Hukum Barat Dan Timur .................... 154

iX



PENEMUAN HUKUM DALAM ERA MODERN DAN GLOBALISASI.......... 169

A. Penemuan Hukum Di Era Globalisasi ..............cccccoooeviininniniinnennen. 169
B. Teknologi Dan Penemuan Hukum................cocooiiiiiniiniiniinicneeee 173
C. Isu-Isu Kontemporer Dalam Penemuan Hukum................................. 177
D. Peran Pengadilan Internasional ..................coccooiiniiniiinnee 183
ETIKA DAN KONTROVERSI DALAM PENEMUAN HUKUM .........cccccvenee 189
A. Masalah Moralitas Dalam Penemuan Hukum.................cccccociinn. 189
B. Kontroversi Penemuan HuKum.............ccoccooiiiiiniiiiniiiniiieeceees 194
C. Penemuan Hukum Dan Keadilan Sosial...................ccooociiiininnnnn 200
REFLEKSI DAN MASA DEPAN PENEMUAN HUKUM........ccccoeinirvinineenens 207
A. Perkembangan Masa Depan Penemuan Hukum ..................ccocceeieen. 207

B. Penemuan Hukum Di Masa Depan Dan Dampaknya Terhadap

MaAasyaraKkat..........ccoooiiiiiiiiiie e 212
HUKUM, KINI DAN NANTT ..ot 217
DAFTAR PUSTAKA ..ottt 222



SELAYANG PANDANG HUKUM
A. Prolog

Tujuan utama buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang
mendalam tentang konsep, teori, dan praktik penemuan hukum. Penemuan
hukum, sebagai salah satu aspek paling dinamis dalam sistem hukum, tidak
hanya melibatkan penerapan norma hukum yang sudah ada tetapi juga
mencakup proses interpretasi memberikan kontribusi terhadap pemahaman
yang lebih luas tentang peran penemuan hukum dalam mendukung keadilan

dan kepastian hukum (Hutagalung, 2022).

Penemuan hukum memiliki relevansi yang besar dalam sistem hukum
Indonesia dan inovasi yang dilakukan oleh hakim, pembuat undang-undang,
maupun pihak-pihak lain yang berperan dalam sistem hukum (Vermeule,
2006). Buku ini ditujukan untuk mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi
hukum yang ingin memahami lebih jauh mengenai bagaimana hukum dapat
ditemukan, dikembangkan, dan diadaptasi untuk menjawab tantangan-

tantangan kontemporer.

Ruang lingkup buku ini meliputi pembahasan mengenai asal-usul

penemuan hukum, teori-teori P,
. " der - A ||l
utama yang mendasari konsep SETMAL
, , PEMENN 0 2
penemuan hukum, hingga praktik (o ;}f
dan relevansinya di era modern.

Buku ini juga  menyoroti

penemuan hukum dalam berbagai

sistem hukum dunia, seperti

sistem Common Law, Civil Law, dan hukum adat, serta peran teknologi dalam
proses penemuan hukum di era globalisasi. Melalui pendekatan yang

komprehensif, buku ini berupaya. Dengan perkembangan hukum yang



senantiasa mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, proses penemuan
hukum menjadi suatu keniscayaan dalam menjawab persoalan-persoalan yang
belum diatur oleh norma tertulis (Nugraheni et al., 2010). Contohnya, dalam
kasus hukum adat di Indonesia, penemuan hukum sering kali diperlukan untuk
mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan sistem hukum nasional. Hal ini
memperlihatkan bagaimana penemuan hukum berfungsi untuk menjembatani
antara hukum yang berlaku secara tertulis dengan nilai-nilai sosial yang hidup

dalam masyarakat (Badriyah, 2022).

Selain itu, Ronald Dworkin (1986) menekankan pentingnya prinsip-

prinsip moral dalam proses penemuan hukum. Menurutnya, hukum bukanlah
B

P . sekadar kumpulan aturan yang statis,
g . .
Ay melainkan suatu upaya yang melibatkan

interpretasi mendalam untuk mencapai
. keadilan substantif. Hal ini relevan dalam
konteks praktik hukum modern, di mana

hakim dihadapkan pada kasus-kasus yang

ﬁ{j y- b melibatkan dimensi etis dan moral yang
.::.. ; 45 ,f‘:{;‘;i kompleks. Dengan kata lain, penemuan
LA N ““ hukum tidak hanya bersifat teknis tetapi juga

filosofis, karena memerlukan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip moral

yang mendasari sistem hukum (Dworkin, 1986a).

Lebih lanjut, ruang lingkup buku ini juga mencakup analisis komparatif
terhadap sistem hukum di berbagai negara. Dalam sistem Common Law,
misalnya, penemuan hukum lebih berfokus pada preseden yang ditetapkan
oleh pengadilan. Hakim memiliki peran yang signifikan dalam
mengembangkan hukum melalui putusan-putusan mereka. Sementara itu,

dalam sistem Civil Law, penemuan hukum cenderung berpusat pada



interpretasi undang-undang yang telah ada. Namun, kedua sistem tersebut
sama-sama menegaskan pentingnya kreativitas dalam proses penemuan
hukum, terutama dalam menghadapi situasi di mana norma hukum yang ada

tidak lagi memadai (Santos, 2002).

Penemuan hukum juga memiliki implikasi yang luas dalam konteks
globalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, muncul berbagai isu hukum baru yang memerlukan solusi
inovatif. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan teknologi blockchain atau
kecerdasan buatan, penemuan hukum menjadi krusial untuk mengisi
kekosongan hukum yang ada. Havel dan Sanchez (2014) menyoroti
bagaimana hakim dan pembuat undang-undang harus bersikap proaktif dalam
menemukan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan

melindungi hak-hak individu (Havel & Sanchez, 2014).

Selain itu, buku ini juga membahas peran teknologi dalam mempermudah
proses penemuan hukum. Di era digital, teknologi telah memungkinkan akses
yang lebih luas terhadap sumber-sumber hukum, seperti putusan pengadilan,
doktrin, dan peraturan perundang-undangan (Brown & Marsden, 2023).
Dengan demikian, proses penemuan hukum menjadi lebih efisien dan
transparan. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan
tantangan baru, seperti perlunya pengaturan hukum terhadap privasi data dan
hak digital (Brownsword & Goodwin, 2012). Dalam hal ini, penemuan hukum
memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara

kepentingan individu dan kepentingan publik.

Secara khusus, buku ini juga menguraikan peran penemuan hukum dalam
mendukung tercapainya keadilan substantif. Ketika hukum tertulis tidak
mampu memberikan solusi yang adil, hakim dapat menggunakan prinsip-

prinsip hukum umum, seperti asas keadilan dan kepatutan, untuk menemukan



hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat. Hal ini sejalan
dengan pandangan Pound (1921) yang menekankan bahwa hukum harus
mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan

efektif dalam mencapai tujuannya (Pound, 1921).

Dengan demikian, tujuan dan ruang lingkup buku ini dirancang untuk
memberikan pemahaman yang holistik mengenai penemuan hukum sebagai
proses yang dinamis dan kompleks. Melalui analisis teoritis dan empiris, buku
ini berupaya menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum
di era modern. Dengan memahami peran penemuan hukum dalam berbagai
konteks, diharapkan pembaca dapat mengapresiasi pentingnya proses ini
dalam mendukung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi

masyarakat.

Lebih jauh lagi, buku ini bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis di
kalangan mahasiswa dan praktisi hukum. Dalam praktiknya, penemuan
hukum sering kali melibatkan dilema-dilema etis dan interpretatif yang
memerlukan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya
menyajikan teori-teori penemuan hukum, tetapi juga contoh-contoh kasus
konkret yang dapat menjadi bahan diskusi dan refleksi (Markovits, 2011).
Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pemahaman
yang lebih mendalam dan komprehensif tentang bagaimana hukum

ditemukan, dikembangkan, dan diterapkan dalam kehidupan nyata.

Sebagai penutup dari bagian ini, penting untuk menegaskan bahwa
penemuan hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang
berfungsi untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi
perubahan sosial, politik, dan teknologi (Simon, 2009). Dengan memahami

proses penemuan hukum, kita dapat melihat bagaimana hukum bukanlah



entitas yang statis, melainkan suatu mekanisme yang terus berkembang untuk

menjawab kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah.

B. Definisi Penemuan Hukum

Penemuan hukum (rechtsvinding) merujuk pada proses di mana norma-
norma hukum diterapkan, diinterpretasikan, atau bahkan diciptakan untuk
menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang spesifik (Hamid, 2022).
Dalam konteks ini, penemuan hukum bukan hanya sekadar penerapan aturan
yang ada, tetapi merupakan sebuah proses dinamis yang menuntut pemahaman
mendalam dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial yang terjadi di
masyarakat. Sebagai contoh, Sudikno Mertokusumo dalam karyanya yang
berjudul Penemuan Hukum menyebutkan bahwa penemuan hukum adalah
"proses pembentukan hukum oleh hakim atau pejabat hukum lain melalui

interpretasi terhadap peraturan hukum yang ada untuk diterapkan dalam

kasus konkret" (Sweet, 2004).

Definisi  ini  menunjukkan  bahwa
penemuan hukum bukan hanya sekadar
penerapan mekanis atas aturan yang sudah
ada, tetapi juga mencakup elemen-elemen
kreatif yang bertujuan untuk mencocokkan
norma-norma hukum dengan kebutuhan
masyarakat yang terus berubah (Poesoko &

Dewi, 2020). Dalam hal ini, penemuan hukum

melibatkan suatu tafsiran yang bukan hanya
terbatas pada teks yang ada, tetapi juga pada suatu upaya mengakomodasi

nilai-nilai sosial yang relevan dalam kehidupan masyarakat.



Ronald Dworkin, dalam bukunya Law's Empire (1986), menekankan
bahwa penemuan hukum adalah "proses konstruktif di mana hakim
menafsirkan hukum tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga melalui prinsip-
prinsip moral dan nilai-nilai yang relevan”" (Dworkin, 1986b). Pemikiran
Dworkin mengajak kita untuk melihat peran hakim sebagai lebih dari sekadar
penerap hukum yang bersifat mekanis, tetapi juga sebagai agen inovasi yang
mempengaruhi perkembangan hukum. Hakim, dalam pandangan Dworkin,
bertindak tidak hanya sebagai eksekutor dari hukum yang tertulis, tetapi juga
sebagai kreator yang membangun hukum melalui interpretasi yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang lebih luas. Dworkin
menjelaskan bahwa dalam setiap keputusan hukum, hakim harus mencermati
prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang terkandung dalam
tradisi hukum dan budaya moral yang lebih besar (Dworkin, 1986a). Oleh
karena itu, penemuan hukum dalam kerangka ini adalah sebuah proses yang
terus berkembang, mengingat bahwa norma-norma hukum senantiasa harus

relevan dengan realitas sosial yang ada.

Penemuan hukum, dalam kerangka ini, tidak hanya terbatas pada
interpretasi terhadap hukum tertulis, tetapi juga mencakup proses analogi dan
konstruksi hukum (Rubenfeld, 2005). Interpretasi adalah metode untuk
memahami makna norma hukum yang ada, sedangkan analogi digunakan
ketika tidak ada aturan yang secara langsung mengatur suatu kasus atau
permasalahan hukum yang muncul (Susilo et al., 2024). D1 sini, hakim dituntut
untuk merujuk pada prinsip atau norma hukum yang sudah ada, untuk
menemukan kesamaan dengan kasus yang sedang dihadapi dan menarik
kesimpulan yang relevan. Dalam hal ini, analogi memberikan fleksibilitas bagi
penemuan hukum, karena memungkinkan hukum berkembang meskipun tidak

ada aturan yang eksplisit yang mengatur situasi tersebut.



Konstruksi hukum, di sisi lain, merujuk pada proses di mana hakim atau
pembuat hukum menambahkan makna atau aturan baru untuk mengisi
kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang mungkin ada (Wroblewski, 2013).
Konstruksi ini sangat penting karena dalam setiap perkembangan masyarakat,
selalu ada situasi baru yang tidak sepenuhnya tercakup dalam norma hukum
yang ada, dan di sinilah peran penemuan hukum menjadi semakin krusial.
Dalam hal ini, penemuan hukum bukan hanya sekadar menerjemahkan aturan,
tetapi juga menciptakan aturan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan

masyarakat (Schauer, 2009).

Penemuan hukum, menurut teori ini, tidak bisa terlepas dari proses
dinamis yang terjadi dalam masyarakat. Proses ini mencakup interaksi yang
erat antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di Indonesia, misalnya,
hukum adat sering kali diakui sebagai salah satu sumber hukum yang diakui
oleh negara. Hal ini memberikan dimensi tambahan dalam penemuan hukum,
di mana norma-norma adat yang berkembang dalam masyarakat lokal harus
diterjemahkan ke dalam kerangka hukum nasional yang lebih formal (Aditya,
2019). Proses ini memerlukan sebuah pendekatan yang sensitif terhadap nilai-
nilai lokal yang terkandung dalam norma adat, sambil tetap mempertahankan
prinsip-prinsip dasar keadilan yang bersifat universal (Havel & Sanchez,
2014). Norma-norma adat yang berkembang dalam kehidupan sosial
masyarakat sering kali tidak tertulis dan bisa sangat beragam, tergantung pada
daerah atau budaya setempat. Oleh karena itu, dalam penemuan hukum,
tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengharmoniskan norma-norma
tersebut dengan prinsip hukum yang lebih luas dan dapat diterima secara
nasional. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan tanah adat atau
pernikahan adat, sering kali terdapat perbedaan antara aturan hukum yang
berlaku di tingkat nasional dan praktek-praktek adat yang telah berlangsung

lama di masyarakat.



Salah satu contoh nyata dari pentingnya penemuan hukum dalam konteks
hukum adat adalah dalam pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang
belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum nasional (Oguamanam,
2006). Di Indonesia, meskipun negara telah mengakui hak-hak masyarakat
adat melalui berbagai undang-undang dan keputusan pengadilan,
implementasi dan penegakan hak-hak tersebut sering kali terhambat oleh
ketidakpahaman atau ketidaksesuaian antara norma hukum adat dengan
hukum positif yang berlaku (Miller, 2010). Dalam hal ini, hakim atau pembuat
hukum harus menggunakan pendekatan penemuan hukum untuk mengatasi
ketidaksesuaian ini, dengan cara menafsirkan atau menciptakan norma baru
yang dapat mengakomodasi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat tersebut
(Ahrén, 2016). Oleh karena itu, penemuan hukum bukan hanya mengenai
penerapan aturan yang sudah ada, tetapi juga mencakup proses interaktif di
mana hakim atau pembuat hukum berperan sebagai penghubung antara tradisi

lokal dan sistem hukum yang lebih besar (Tobin, 2014).

Lebih jauh lagi, penemuan hukum juga dipengaruhi oleh perubahan sosial
dan perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, norma-norma hukum
yang ada mungkin tidak lagi mampu mengatasi masalah hukum yang timbul
akibat perubahan sosial yang pesat (Friedmann, 2023). Sebagai contoh, dalam
era digital ini, munculnya teknologi baru seperti internet dan kecerdasan
buatan menimbulkan tantangan baru dalam penemuan hukum, di mana hukum
yang ada belum sepenuhnya siap untuk mengatur fenomena-fenomena baru
ini (Berman, 2003). Dalam hal ini, penemuan hukum menjadi suatu kebutuhan
yang mendesak, di mana pembuat hukum harus beradaptasi dengan realitas
baru dan merumuskan aturan yang relevan dengan konteks sosial yang
berkembang. Ini adalah contoh dari proses dinamis penemuan hukum yang

tidak hanya berfungsi sebagai penerapan aturan yang ada, tetapi juga sebagai



alat untuk menciptakan hukum yang relevan dengan perubahan zaman

(Sorokin, 2017).

Dengan begitu penemuan hukum adalah sebuah proses yang melibatkan
berbagai aspek, mulai dari interpretasi dan analogi terhadap norma hukum
yang ada, hingga penciptaan aturan baru untuk mengatasi kekosongan hukum.
Dalam proses ini, peran hakim dan pembuat hukum sebagai inovator sangat
penting, terutama dalam konteks masyarakat yang terus berkembang dan
menghadapi tantangan baru. Hukum bukanlah sistem statis, melainkan suatu
entitas yang terus berkembang untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan

masyarakat yang ada (Sorokin, 2017).

C. Peran Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum

Penemuan hukum memegang peran yang sangat penting dalam menjaga
keberlanjutan dan relevansi sistem hukum. Proses ini bukan hanya berfungsi
untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret, tetapi juga memastikan bahwa
hukum tetap responsif terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi,
serta dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Penemuan
hukum, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai mekanisme yang
memungkinkan sistem hukum untuk beradaptasi dengan kebutuhan
masyarakat dan tantangan zaman yang terus berkembang (Wolfrum & Matz,

2003).

Dalam sistem Common Law, penemuan hukum sangat bergantung pada
peran hakim yang aktif dalam mengembangkan dan menafsirkan hukum
melalui prinsip stare decisis, atau preseden. Doktrin ini menyatakan bahwa
keputusan hakim pada kasus sebelumnya harus diitkuti dalam kasus-kasus
yang serupa di masa depan (Holmes Jr, 1923). Dalam sistem ini, hakim bukan
hanya bertindak sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai pengembang

hukum. Mereka terlibat dalam proses penemuan hukum yang berkelanjutan,



yang memungkinkan hukum untuk berkembang dan menyesuaikan diri
dengan realitas sosial yang ada. Proses ini menciptakan stabilitas dalam sistem
hukum, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk menanggapi kasus-kasus
baru yang muncul di masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang
belum pernah dihadapi sebelumnya, hakim dapat merujuk pada preseden dan
prinsip-prinsip hukum yang lebih umum untuk menemukan solusi yang sesuai

(Scotford, 2017).

Sebaliknya, dalam sistem

Civil Law, proses penemuan

hukum lebih berfokus pada

interpretasi undang-undang yang
ada. Dalam sistem ini, hakim
tidak memiliki kebebasan yang
sama seperti dalam Common Law
untuk menciptakan hukum baru
melalui preseden. Sebagai gantinya, mereka berupaya menemukan makna
yang paling tepat dari norma yang sudah ada untuk diterapkan pada kasus yang
dihadapi (J. H. Merryman, 1998). Meskipun demikian, meskipun peran hakim
dalam Civil Law lebih terbatas, mereka tetap memiliki ruang untuk berkreasi
dalam mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) (Pleasence et al., 2006).
Dalam hal ini, penemuan hukum tetap berperan penting dalam memastikan
bahwa hukum tetap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, meskipun
undang-undang yang berlaku tidak memberikan jawaban yang jelas. Oleh
karena itu, meskipun sistem Civil Law menekankan pada peraturan tertulis,
peran hakim dalam penemuan hukum tetap tak bisa dipandang remeh (Schéfer

& Ott, 2022).
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Peran penemuan hukum menjadi semakin signifikan seiring dengan
perkembangan globalisasi dan teknologi. Isu-isu baru yang muncul akibat
kemajuan teknologi, seperti teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan hak
digital, sering kali tidak tercakup oleh undang-undang yang sudah ada
(Werksman et al., 2014). Sebagai contoh, hak atas data pribadi, transaksi
digital, atau penggunaan teknologi dalam ruang publik belum sepenuhnya
diatur oleh hukum yang ada di banyak negara (Havel & Sanchez, 2014).
Dalam kondisi seperti ini, penemuan hukum menjadi penting untuk
memberikan kepastian hukum. Hakim dan pembuat undang-undang
dihadapkan pada tantangan untuk menemukan norma-norma baru yang tidak
hanya memenuhi kebutuhan hukum tetapi juga melindungi hak-hak individu
dan masyarakat dalam menghadapi perubahan teknologi yang pesat (Voigt,
2013). Oleh karena itu, proses penemuan hukum berperan krusial dalam
memastikan bahwa hukum tetap relevan dalam menghadapi inovasi teknologi

yang terus berkembang.

Selain itu, penemuan hukum juga memiliki peran penting dalam
mendukung tercapainya keadilan substantif (Havel & Sanchez, 2014).. Dalam
praktiknya, tidak semua masalah hukum dapat diselesaikan hanya dengan
menerapkan peraturan yang ada secara kaku. Ketika undang-undang yang
berlaku tidak memberikan solusi yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat
dalam suatu kasus, hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum umum
seperti prinsip equity untuk menemukan solusi yang lebih adil (MacCormick,
2005). Dengan demikian, penemuan hukum tidak hanya berfokus pada
kepastian hukum, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif yang
mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan budaya yang berlaku dalam
masyarakat (Pound, 1921). Dalam hal ini, penemuan hukum menjadi sarana
untuk mengatasi ketidakadilan yang mungkin timbul akibat penerapan hukum

yang terlalu kaku atau tidak sesuai dengan realitas sosial.
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Penemuan hukum, dalam pengertian yang lebih luas, berfungsi untuk
menjaga dinamika hukum agar tetap responsif terhadap perubahan zaman.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh sistem hukum saat ini adalah
bagaimana mengakomodasi nilai-nilai baru yang berkembang di masyarakat
(Peerenboom, 2002). Dalam konteks ini, peran hakim dan pembuat hukum
menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dapat
menyelesaikan konflik yang ada tetapi juga dapat mencegah ketidakadilan
yang mungkin timbul di masa depan (Dworkin, 2013). Proses penemuan
hukum dengan demikian tidak hanya terkait dengan teori hukum, tetapi juga
dengan upaya praktis untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dan

berkelanjutan dalam masyarakat (Cullinan, 2011).

Pada akhirnya, penemuan hukum memegang peran yang fundamental
dalam menciptakan sistem hukum yang adil, dinamis, dan responsif terhadap
perubahan sosial. Melalui interpretasi, analogi, dan konstruksi hukum, serta
penggunaan prinsip-prinsip equity dan keadilan, hakim dan pembuat hukum
dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat
(Upham, 2009). Dengan demikian, penemuan hukum tidak hanya berfungsi
sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga sebagai alat
untuk memastikan bahwa hukum tetap hidup, relevan, dan efektif dalam

mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat (Pound, 1921).
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